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PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.BIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah

menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

HAWIYAH Binti H. DJUMAKKA (Umur 50 Tahun), Lahir di Ujungpandang, 15
Agustus 1968, Jenis Kelamin:  Perempuan,
Pendidikan: SMA, Pekerjaan: PNS, Agama: Islam,
Alamat tempat tinggal: Pao Jawae, Desa Palambarae,
Kec.Gantarang, Kabupaten Bulukumba, disebut
PEMOHON I;

BAHA alias BAHARUDDIN Dg. Nai Bin KACA (Umur 54 Tahun), Lahir di Takalar,
01 Juli 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan
SMA, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam,
Alamat: Dusun Pangkajene Desa Panyangkalang
Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, disebut
PEMOHON I;

JOHARNI alias JOHARNY Binti KANTO M (Umur 49 Tahun), Lahir di Tonasa, 27
Nopember 1969,Jenis Kelamin Perempuan,
Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, Agama Islam,
Alamat: Dusun Palampang Desa Palampang Kec.
Rilauale Kab. Bulukumba, disebut PEMOHON lI;

HJ. SALMIAH Binti KUMMISI DG.SITUJU (Umur 50 Tahun), Lahir di
Ujungpandang, 23 Januari 1968, Jenis Kelamin
Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, Agama
Islam, Alamat : Dusun Bulu Doang Desa Tuju Kec.
Bangala Barat Kab. Jeneponto, disebut PEMOHON
v;

RAHMATIA alias RAKHMATIAH R Bin MUTTI DG.LOBO (Umur 60 Tahun) Lahir di
Pangkep, 20 Agustus 1958, Jenis Kelamin:
Perempuan, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: IRT,
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Agama Islam, Alamat: Jalan Lanto Dg. Pasewang
Dusun Belokallong Desa Balang Toa Kec. Binamu
Kab. Jeneponto, disebut PEMOHON V;
NURSIAH alias NURSIA Binti MARO (Umur 71 Tahun), Lahir di Jeneponto, 01 Juli
1947, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan SMA,
Pekerjaan IRT, Agama Islam, Alamat : Dusun Pao
Jawae Desa Palambarae Kec. Gantarang Kab.
Bulukumba, disebut PEMOHON VI.
Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas
nama A. AGUS PATRA, SH, Advokat/Pengacara
& Konsultan Hukum, dari Kantor Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) BHAKTI
KEADILAN, beralamat di Jin. D.l.Panjaiatan
No.14 Kasuara Baru Kel. Tanah Kongkong Kec.
Ujungbulu Kab. Bulukumba, berdasarkan surat
kuasa tanggal 18 Oktober 2018, yang terdaftar
dalam register surat kuasa di kepaniteraan
Pengadilan Agama Bulukumba nomor
316/SK/X/2018/PA.BIk., tanggal 25 Oktober 2018,
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para pemohon dengan permohonannya tertanggal
7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama
Bulukumba dengan register perkara nomor: 10/Pdt.P/2019/PA.BIk.,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa PEWARIS H. DJUMAKKA Bin MARO telah meninggal dunia
di Dusun Paojawae (Bacari) Desa Palambarae pada Hari Minggu
Tanggal 5 Januari 2003;
2. Bahwa PEWARIS almarhum H. DJUMAKKA Bin MARO dari hasil

perkawinannya dengan seorang isteri memiliki seorang anak yang
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bernama HAWIYAH Binti H. DJUMAKKA, sehingga HAWIYAH Binti H.
DJUMAKKA mutlak merupakan ahli waris dari almarhum H.
DJUMAKKA Bin MARO;

3. Bahwa PEWARIS almarhum H. DJUMAKKA Bin MARO adalah anak
ketiga dari almarhum MARO yang mempunyai 5 (lima) orang
saudara, yakni masing-masing: KANTO Bin MARO, KACA Binti MARO,
KUMMISI Dg.SITUJU Bin MARO, MUTTI Dg.LOBO Binti MARO, dan
NURSIAH alias NURSIA Binti MARO;

4. Bahwa dari 6 (enam) orang bersaudara, H. DJUMAKKA Bin MARO,
sebagaimana tersebut pada poin 2(dua) di atas, 4 (empat) orang
diantaranya telah meninggal dunia yakni KANTO Bin MARO, KACA Binti
MARO, KUMMISI Dg.SITUJU Bin MARO, serta MUTTI Dg.LOBO Binti
MARO, dan saudara H. DJUMAKKA Bin MARO yang masih hidup
tinggal NURSIAH alias NURSIAH Binti MARO;

5. Bahwa PEMOHON |, HAWIYAH Binti H. DJUMAKKA adalah benar
merupakan Ahli Waris dari H. DJUMAKKA Bin MARO karena yang
bersangkutan adalah Anak dari Aimarhum H. DJUMAKKA Bin MARO;

6. Bahwa PEMOHON Il, BAHA alias BAHARUDDIN Dg. NAlI Bin
KACA adalah benar juga merupakan Ahli Waris dari H. DJUMAKKA Bin
MARO karena yang bersangkutan ponakan dari H. DJUMAKKA di mana
BAHA alias BAHARUDDIN Bin KACA adalah anak dari Almarhum KACA
binti MARO;

7. Bahwa PEMOHON Illl, JOHARNI alias JOHARNY Binti KANTO M
adalah benar juga merupakan Ahli Waris dari H. DJUMAKKA Bin MARO
karena yang bersangkutan ponakan dari H. DJUMAKKA Bin MARO di
mana yang bersangkutan adalah anak dari Almarhum KANTO bin MARO;
8. Bahwa PEMOHON 1V, Hj. SALMIAH Binti KUMMISI Dg.SITUJU
adalah benar juga merupakan Ahli Waris dari H. DJUMAKKA Bin MARO
karena yang bersangkutan adalah ponakan dari H. DJUMAKKA Bin
MARO di mana Hj. SALMIAH Binti KUMMISI DG. SITUJU adalah anak
dari Almarhum KUMMISI Dg.SITUJU Bin MARO;
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9. Bahwa PEMOHON V, RAHMATIA alias RAKHMATIAH Binti MUTTI
Dg.LOBO juga benar merupakan ahli waris dari H. DJUMAKKA Bin
MARO karena yang bersangkutan adalah anak dari saudara kandung H.
DJUMAKKA Bin MARO yang bernama MUTTI Dg.LOBO Binti MARO;
10. Bahwa PEMOHON VI, NURSIAH alias NURSIA Binti MARO
juga merupakan ahli waris dari H. DJUMAKKA Bin MARO dan satu-
satunya saudara kandung dari H. DJUMAKKA Bin MARO yang masih
hidup;
11. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini
untuk Menetapkan HAWIYAH Binti H. DJUMAKKA, BAHA alias
BAHARUDDIN Dg. NAI Bin KACA, JOHARNI alias JOHARNY Binti
KANTO MARO, Hj.SALMIAH Binti KUMMISI Dg.SITUJU, RAHMATIAH
Binti MUTTI Dg.LOBO, dan NURSIAH Binti MARO sebagai AHLI
WARIS sah dari Aimarhum H. DJUMAKKA Bin MARO;
12. Biaya permohonan dibebankan kepada PEMOHON.
Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana yang telah
diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini, maka
PEMOHON memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :
Primer
1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON;
2. Menetapkan HAWIYAH Binti H. DJUMAKKA, BAHA alias
BAHARUDDIN Dg. NAI Bin KACA, JOHARNI alias JOHARNY Binti
KANTO MARO, Hj.SALMIAH Binti KUMMISI Dg.SITUJU, RAHMATIAH
Binti MUTTI Dg.LOBO, dan NURSIAH Binti MARO sebagai AHLI
WARIS sah dari Aimarhum H. DJUMAKKA Bin MARO;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;
Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
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Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon
telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat
permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh Para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Para Pemohon menyatakan secara lisan
untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk
pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mencabut
perkaranya sebelum diperiksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan perkara oleh Para Pemohon
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara a quo,
berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka Para Pemohon patut dihukum
untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut
perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 10/Pdt.P/2019/PA.BIk., dicabut;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bulukumba pada hari, Rabu tanggal 23 Januari 2019
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh: M.
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Safi’i, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Anwar Umar, S.Ag., dan
Muhammad Natsir, S.HIL, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dibantu oleh Sakka, S.H., sebagai Panitera
Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Muhamad Anwar Umar, S.Ag. M. Safi’i, S.Ag.
ttd
Muhammad Natsir, S.HI.. Panitera Pengganti,
ttd

Sakka, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 80.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai  Rp_6.000,00
Jumlah  Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
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